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Abstrak: Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Desa telah
menumbuhkan optimisme bagi percepatan pembangunan desa di Indonesia. Akan
tetapi, permasalahan-permasalahan yang bersifat teknis seperti penyaluran dana
desa yang terlambat dari pemerintah daerah, tahapan penyaluran yang membatasi
keleluasaan penggunaan dana desa, hingga keterbatasan kapasitas sumber daya
manusia pemerintah desa dalam memenuhi tuntutan beban administratif yang tinggi
menjadi penghambat dalam efektivitas pemanfaatan dana desa. Untuk itu, Penulis
berupaya untuk menganalisa permasalahan yang ada dan mencoba untuk mencari
solusinya dengan melakukan metode penelitian yuridis normatif berdasarkan regulasi,
data-data, teori-teori, dan kajian yang telah dilakukan sebelumnya dalam pelaksanaan
danadesa. Hasilnya, opsi-opsi seperti menyalurkan dana desa langsung dari Rekening
Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) tanpa melalui Rekening Kas
Umum Daerah (RKUD) dan memberlakukan mekanisme penyaluran dua tahap bagi
desa mandiri kepada seluruh desa perlu untuk dicoba dalam mengatasi permasalahan
teknis yang ada.

Abstract: The issuance of the Law no. 8 year 2014 on Village had grown an optimism
in accelerating village development in Indonesia. However, technical issues such as
the late disbursement from the local government, disbursement phases that limit the
flexibility in managing the funds, and village governments” human resource limitations to
fulfill the administrative tasks have hampered the effectivity of village funds utilization.
Therefore, the Authors try to analyze the existing issues and explore the solutions by using
normative legal research method based on regulation, data, theories, and research onthe
implementation of village funds. As the results, the options such as direct disbursement
from the central government to village account and applying two-phase disbursement
mechanism of independent villages to all villages should be considered to overcome the
aforementioned technical issues.
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I. Pendahuluan

Pasca reformasi yang terjadi pada tahun 1998 di Indonesia, terdapat banyak
pergeseran kebijakan politik dan ekonomi yang sistematik dan mendasar terutama
dengan munculnya porsi lebih besar kewenangan daerah dengan adanya otonomi
daerah. Setelah selama 30 tahun berada pada rezim yang sentralistik, porsi
pemerintah pusat menjadi dibatasi hanya pada sektor-sektor tertentu saja (

). Pergeseran peran tersebut ditandai dengan adanya perubahan aturan
dana perimbangan keuangan antara pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah.

Selain adanya otonomi dalam pemerintahan daerah, terdapat juga satu sistem
pemerintahan yang lebih kecil yang disebut desa. Desa adalah kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (

). Menurut , desa merupakan suatu daerah yang memiliki
tingkat kepadatan penduduk yang rendah dengan interaksi sosial bersifat homogen
dan mayoritas penduduknya bermata pencaharian petani karena umumnya di
pedesaan berupa wilayah agraris.

Jumlah desa yang ada saat ini sangat banyak dan tersebar di seluruh wilayah
Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2018, jumlah desa
yang ada di Indonesia sebanyak 83.901 desa ( ). Desa
memiliki potensi untuk dapat menjadi motor pergerakan ekonomi baru di dalam
menumbuhkan geliat perekonomian masyarakat. Pasca dibentuknya Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), maka secara legal formal negara
mengakui peran desa untuk dapat berpartisipasi lebih jauh untuk mengelola wilayah
dan masyarakat di dalamnya. Upaya pemerintah dalam memaksimalkan peran desa
ini juga dinyatakan dengan adanya dana desa yang diberikan setiap tahun untuk
digunakan dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Terdapat
banyak optimisme dengan disahkannya UU Desa. Meskipun begitu, pembentukan
aturan hukum sebagai strategi untuk mencapai perubahan sosial politik tidak berakhir

hanya dengan pengesahan Undang-Undang ( ). Diperlukan komitmen
dan langkah-langkah lanjutan guna mewujudkan tujuan dari Undang-Undang yang
dihasilkan.

Beberapa permasalahan kerap terjadi dari tahun ke tahun dalam penyaluran dana
desa, seperti dugaan tidak transparan, mark up, penggunaan fiktif dana desa, proyek
tidak sesuai kebutuhan, dan tidak sesuai aturan dalam pengelolaan dana desa oleh
oknum aparat desa. ( ) Selain itu, penyaluran dana desa yang terdiri dari
beberapa tahap serta birokrasi persyaratan dana desa yang rumit juga menjadi momok
utama dalam penggunaan dana desa bagi pemberdayaan masyarakat berkelanjutan
( ). Terdapat beberapa penelitian serupa terkait dana desa,
diantaranya “Keterlambatan Implementasi penyaluran Dana Desa” ( )
yang berfokus pada pelaksanaan dana desa di Kabupaten Pacitan dan penelitian
terkait implementasi penyaluran dana desa di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat
( ). Kedua penelitian tersebut secara garis besar menghasilkan
kesimpulan yang serupa, yakni masih terdapatnya permasalahan-permasalahan teknis
yang menyebabkan keterlambatan dana desa. Ardhi menyoroti pada terlambatnya
penerbitan peraturan daerah dan juga mengkritisi jadwal penyaluran dana desa
yang mengakibatkan menumpuknya beban kerja perangkat desa. Sementara itu,
Muliawan lebih menekankan pada pentingnya peningkatan koordinasi antar lembaga
pemerintahan baik pusat maupun daerah.

Berbeda dengan kedua penelitian tersebut yang berfokus pada satu daerah
tertentu, penelitian ini lebih mencoba melihat kebijakan penyaluran dana desa melalui
perspektif makro di tingkat nasional dengan melihat data-data yang ada serta kajian
serupa yang telah dilakukan di berbagai daerah sebelumnya.
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Selain itu, penelitian ini juga mencoba melakukan studi kasus dengan
membandingkan mekanisme penyaluran dana desa dengan mekanisme penyaluran
dana dari pemerintah pusat lainnya seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Hingga saat ini, belum ada penelitian sejenis yang secara khusus menggunakan
pendekatan ini pada topik penyaluran dana desa.

II. Metode

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif
dimana analisis yang dilakukan didasarkan pada peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan relevan dengan isu yang ingin difokuskan pada tulisan ini. Penelitian
yuridis normatif merupakan penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah
bangunan sistem norma, yang terdiri dari asas-asas, norma, kaidah dari peraturan

perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin ( ).
Dalam penelitian yuridis normatif, penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti
bahan pustaka atau data sekunder ( )

Penulis mencoba untuk mengkaji lebih jauh terkait regulasi yang mengatur dana
desa dan permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan pada implementasi
dana desa. Regulasi yang dikaji mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,
hingga Peraturan Menteri yang terkait mengenai kebijakan dana desa. Penulis juga
melakukan studi kasus terhadap aturan-aturan terkait pemberian dana Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) yang telah diimplementasikan, untuk kemudian diuji
kemungkinan diadaptasinya mekanisme tersebut dalam aturan dan pelaksanaan
penyaluran dana desa. Dana BOS dipilih sebagai perbandingan dikarenakan dana BOS
juga merupakan anggaran yang ditransfer dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN).

Data utama yang dipergunakan pada penelitian ini adalah peraturan perundang-
undanganterkait danadesa. Selainitu, data-data lain yang digunakan untuk menunjang
data utama tersebut berasal dari buku, jurnal, dan laporan penelitian yang berkaitan
dengan permasalahan yang diteliti. Dalam menganalisis data-data tersebut, Penulis
melakukan analisis data kualitatif dan studi kasus guna mengeksplorasi opsi-opsi
kebijakan yang dapat ditempuh. Hal tersebut untuk memberikan inovasi baru yang
muncul agar dapat memberikan solusi khususnya dalam tataran aturan yuridis yang
saat ini berlaku.

III. Hasil Dan Pembahasan

I1I.1.Kebijakan Dana Desa di Indonesia

Keberadaan desa telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk.
Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat
lebih kurang 250 “Zelfbesturende landschappen” dan “Volksgemeenschappen”,
seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang,
dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya
dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia
menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan
negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah
tersebut. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan
keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (

).

Dibentuknya UU Desa merupakan bentuk komitmen pemerintah didalam mengakui
keberadaan desa. Prinsip-prinsip utama yang mendasari UU Desa antara lain: (i) Desa
memiliki hak untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakatnya sendiri;
(i) Desa perlu menjadi mandiri dan demokratis untuk menuju masyarakat yang
maju; dan (iii) Desa dikelola melalui peraturan di tingkat desa ( ).
Perubahan-perubahan utama yang diakomodir pada UU Desa diantaranya mekanisme
akuntabilitas kepala desa melalui musyawarah desa, kewenangan yang lebih besar
pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), peningkatan transparansi, kolaborasi

Pandu, Riyo. (2021). Matra Pembaruan, 5(2), 77-88 79
https://doi.org/10.21787/mp.5.2.2021.77-88



MATRA PEMBARUAN Per_mingkatan Efektivitas Pembangunan Desa

Melalui Penyederhanaan Penyaluran Dana Desa

Jurnal Inovasi Kebijakan

antar desa, dan peningkatan pendanaan kepada desa yang substansial (

). Peningkatan pendanaan kepada desa dari pemerintah pusat yang diberikan
dalam wujud dana desa merupakan bentuk komitmen negara dalam hal peningkatan
kapasitas desa, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran
pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan  pemerintahan, pelaksanaan  pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat ( ).
Sebagaimana diatur pada Pasal 72 UU Desa, dana desa merupakan salah satu sumber
pendapatan yang dimiliki oleh desa. Pemberian dana desa telah dimulai sejak tahun
2015 dimana jumlah dana yang disalurkan sebesar Rp 20,76 triliun (

). Jumlah tersebut terus meningkat setiap tahun, dan bila dihitung sampai 2019,
setidaknya uang yang telah digelontorkan pemerintah untuk dana desa sebesar Rp
275 triliun ( ).

Dalam pelaksanaannya, dana desa telah berhasil menurunkan jumlah penduduk
miskin di pedesaan dari 17,89 juta (14,09%) pada tahun 2015 menjadi 14,93 juta
(12,6%) pada tahun 2019 ( ). Dalam
hal pembangunan, pemanfaatan dana desa selama periode 2015-2017 mampu
menghasilkan sarana dan prasaranayang bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini terbukti
selama kurun waktu tersebut, pengucuran dana desa telah berhasil membangun
199.100 km jalan desa, 1.599 km jembatan, 325.599 unit sambungan air bersih,
4.656 unit embung desa, 48.271 unit Posyandu, 19.794 unit pasar desa, 43.723 unit
PAUD desa, 342.137 unit sumur dan MCK, serta 299.345 unit drainase dan irigasi
( ).

Dalam melaksanakan kegiatan dengan penggunaan danadesa, desatidak bisaserta
merta untuk membuat rencana kegiatan. Terdapat target prioritas kegiatan yang dapat
dilakukan oleh desa yang diatur setiap tahun, sebagaimana diatur pada Permendesa
PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

( ).
Dalam hal penyaluran dana desa, berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( ), diperlukan

pembentukan peraturan bupati/wali kota tentang penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APBDes), yang merupakan sinkronisasi kebijakan pemerintah
daerah kabupaten/kota dengan kewenangan desa, Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
desa, dan kebijakan prioritas penggunaan dana desa.

Terkait sisa dana desa, terdapat konsekuensi bila dana desa tersebut tidak
terserap. Ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Dana Desa yang bersumber dari APBN menjelaskan bahwa desa dapat dijatuhi sanksi
apabila terdapat lebih dari 30% (tiga puluh persen) dana desa yang tersisa pada akhir
tahun anggaran.

IT1.2. Permasalahan Pada Implementasi Penyaluran Dana Desa

IT1.2.1.Beban Administratif dan Sulitnya Tahapan Penyaluran
Sebagaimana tercantum pada Pasal 23 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor
222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa ( ),
secara umum proses penyaluran dana desa dilakukan dalam tiga tahap. Tahap
pertama sebesar 40%, tahap kedua sebesar 40%, dan tahap ketiga sebesar 20% dari
pagu anggaran.

Dengan adanya tiga tahap penyaluran dana desa tersebut, ini artinya pemerintah
desa harus membuat tiga kali pelaporan terhadap realisasi penggunaan dana desa
dan juga persyaratan dokumen lainnya sebagaimana diatur pada Pasal 24 Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Banyaknya beban administratif yang harus dipenuhi pada kenyataannya membuat
perangkat desa kewalahan. Akibatnya, ada desayangterpaksa memakaijasa percaloan
pembuatan APBDes dan membuat dokumen fiktif guna memenuhi seluruh persyaratan
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tersebut. Urgensi persyaratan dokumen yang terlalu banyak juga perlu dikaji ulang
karena pada beberapa kasus ditemukan bahwa persyaratan yang diperlukan tersebut
bisa sia-sia karena ada pemerintah daerah yang tidak mengutamakan kualitas
dokumen dan menganggapnya sekadar formalitas ( ).

Berdasarkan hasil penelitian Reality Check Approach pada tahun 2015,
ditemukan bahwa beban kerja kepala desa jauh meningkat secara administratif. Hal
ini menyebabkan kurangnya waktu yang dimiliki oleh kepala desa untuk melayani
kepentingan warganya ( ). Hal ini dapat dimaklumi melihat banyaknya
pekerjaan administratif yang harus dilakukan seorang kepala desa dalam mengelola
dana desa. UU Desa telah banyak merubah peran dan tanggung jawab dari seorang
kepala desa. Jika sebelumnya sosok kepala desa lebih banyak hadir di tengah
masyarakat, setelah terbitnya Undang-Undang tersebut kepala desa mendapatkan
banyak tugas administratif tambahan mulai dari perencanaan hingga pelaporan
realisasi dari dana desa. Hal ini menambah tugas administrasi kepala desa yang
telah ada sebelumnya seperti membuat APBDes dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPIMDes) yang telah ada semenjak masa reformasi. Akan tetapi,
jika dahulu penyusunan APBDes seakan hanya berbasis angan-angan, semenjak
diundangkannya Undang-Undang Desa penyusunan APBDes sudah dapat dilakukan
berdasarkan anggaran yang nyata akan mereka dapatkan ( ).

Dengan bertambahnya beban administratif perangkat desa secara signifikan,
sayangnya hal tersebut tidak sejalan dengan peningkatan kualitas maupun kuantitas
dari perangkat desa. Meskipun perangkat desa bukan merupakan pegawai negeri
sipil, mayoritas kepala desa yang terpilih mempertahankan perangkat desa dari
kepemimpinan yang sebelumnya (

Fokus pemerintah pada penyerapan anggaran yang kemudian diejawantahkan
melalui tiga tahap penyaluran dana desa dapat menyulitkan desa dalam membiayai
kegiatan-kegiatan besar maupun pembangunan infrastruktur yang membutuhkan
biaya besar. Tahap penyaluran tahap pertama sebesar 40% dirasa tidak mencukupi
untuk menganggarkan hal-hal tersebut. Salah satu akibatnya, kebanyakan desa
menggunakan dana desa untuk proyek infrastruktur berskala kecil (

). Penyaluran ketigayang dapat diterima hingga bulan Desemberjuga menyulitkan
desa untuk menggunakannya secara efektif ( ).

Semangat awal UU Desa salah satunya adalah untuk mengakui otonomi pada
tingkat desa ( ). Akan tetapi, pada pengaturannya justru
terlihat ambigu. Pengakuan otonomi selayaknya dilakukan dengan unconditional cash
transfer program ( ), dimana dana yang diberikan dapat dipergunakan
desa tanpa adanya ketentuan tentang bagaimana dana tersebut harus digunakan. UU
Desa hingga peraturan turunannya justru memberikan ketentuan-ketentuan mengikat
terkait prioritas penggunaan dana desa yang seakan-akan mengaburkan makna
“otonomi” itu sendiri.

IT1.2.2. Perlakuan Berbeda bagi Desa Mandiri

Penyaluran dana desa yang terdiri atas tiga tahapan tidak berlaku bagi seluruh desa.
Pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan
Dana Desa membedakan tahapan penyaluran antara desayang berstatus desa mandiri
dengan desa-desa lainnya. Lebih lanjut, pasal tersebut mendefinisikan desa mandiri
sebagai status desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks
Desa. Perbedaan secara mendetail antara kedua jenis desa tersebut pada Pada tabel 1
tergambar perbedaan mendetail antara desa mandiri dan desa lainnya (dalam tulisan
ini Penulis sebut sebagai desa reguler) terkait tahapan-tahapan pencairan dana desa.
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Tabel 1. Perbandingan antara

Desa Reguler dengan Desa Desa Reguler Desa Mandiri
Mandir Alokasi dan waktu Tahap I:. Paling cepat Januari, 40% Tahap I. Paling cepat Januari, 60%
penyaluran Dana Desa pagu pagu
Alokasi dan waktu Tahap II: Paling cepat Maret, 40% pagu Tahap II: Paling cepat Maret, 40%
penyaluran Dana Desa Tahap III: Paling cepat Juni, 20% pagu  pagu
Persyaratan Tahap I: Tahap I:
penyaluran Dana Desa 1. Peraturan bupati/wali kota 1. Peraturan bupati/wali kota
mengenai penetapan rincian dana mengenai penetapan rincian dana
desa setiap desa desa setiap desa

2. Peraturan desa mengenai APBDes 2. Peraturan desa mengenai APBDes

3. Surat Kuasa Pemindahbukuan dari 3. Surat Kuasa Pemindahbukuan dari
kepala daerah kepala daerah

Tahap II: Tahap II:

1. Laporan realisasi penyerapan & 1. Laporan realisasi penyerapan &
capaian keluaran dari dana desa capaian keluaran dari dana desa
tahun anggaran sebelumnya tahun anggaran sebelumnya

2. Laporan realisasi penyerapan 2. Laporan realisasi penyerapan
tahap I min.50% & capaian tahap I min.50% & capaian
keluaran min.35% keluaran min.35%

3. Peraturan kepala desa mengenai 3. Peraturan kepala desa mengenai
KPM BLT desa atau peraturan KPM BLT desa atau peraturan
kepala desa mengenai tidak kepala desa mengenai tidak
terdapat KPM terdapat KPM

4. Berita acara konfirmasi dan 4. Laporan konvergensi pencegahan
rekonsiliasi kumulatif sisa dana stunting
desa TA 2015 s.d. 2019 5. Berita acara konfirmasi dan

rekonsiliasi kumulatif sisa dana

Tahap III: TA 2015 s.d. 2019

1. Laporan realisasi penyerapan s.d,
tahap II min.90% & capaian
keluaran min.75%

2. Laporan konvergensi pencegahan
stunting

Sumber: PMK 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa
Dari tabel 1 tersebut, dapat dipahami bahwa pemerintah berupaya untuk menjadikan
kemudahan-kemudahan dalam penyaluran dana desa sebagai insentif yang dapat
mendorong desa-desa untuk terus berupaya mencapai status desa mandiri. Akan
tetapi, pilihan kebijakan tersebut perlu dicermati lebih jauh. Membebani desa yang
belum berstatus sebagai desa mandiri dengan beban administratif yang lebih besar
dan tahapan penyaluran yang lebih mengikat bisa jadi kontraproduktif mengingat
kebijakan ini justru mempersulit desa-desa yang secara kapasitas masih tertinggal.
Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, Indonesia memiliki 831 desa
mandiri, 8.634 desa maju, 38.463 desa berkembang, 20.370 desa tertinggal, dan
6.653 desa sangat tertinggal ( ).
Akan sangat memakan banyak sumber daya baik dari tenaga, waktu, maupun fiskal
untuk dapat terus menerus mengawasi penyerapan dana desa. Mekanisme baru yang
lebih efektif dan efisien perlu untuk dirumuskan.
I11.2.3. Belajar dari Perubahan Skema Transfer Bantuan Operasional
Sekolah (BOS)
Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020, dana
desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD)
melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penyaluran yang harus melalui RKUD
menimbulkan beberapa masalah seperti keterlambatan dana desa sampai ke RKD
karena permasalahan administratif yang terjadi saat pemindahbukuan dari RKUD ke
RKD.Salahsatunyaadalah belumditerbitkannya peraturan pelaksanaan danadesaoleh
Pemerintah Daerah, walaupun dana sudah diterima di RKUD ( ). Merujuk
pada Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020, pemerintah
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daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian
dan penetapan rincian dana desa setiap desa. Proses penetapan Peraturan Bupati/
Walikota yang berlarut kerap menjadi permasalahan utama yang mengakibatkan tidak
tepat waktunya penyaluran dana desa.

Untuk dapat mengatasi permasalahan-permasalah tersebut, dapat kita
bandingkan dengan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Seperti
halnya penyaluran dana desa, sebelumnya BOS disalurkan dari RKUN ke RKUD untuk
kemudian disalurkan ke rekening sekolah. Ketika itu, banyak terjadi permasalahan
yang menyebabkan sekolah sering terlambat menerima penyaluran dana BOS (hingga
Maret/April), banyak kepala sekolah terpaksa menalangi biaya operasional sekolah
awal tahun, hingga keterlambatan dana BOS yang mengganggu proses pembelajaran
siswa ( ).

Pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
serta Menteri Dalam Negeri memutuskan untuk merevitalisasi mekanisme penyaluran
dana BOS. Mulai tahun 2020, dana BOS tidak lagi disalurkan dari RKUN melalui RKUD.
Pada mekanisme baru ini, dana BOS akan langsung dicairkan dari RKUN ke rekening
sekolah ( ). Kebijakan ini direalisasikan dengan
dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9 Tahun 2020 tentang
perubahan atas PMK Nomor 48 tahun 2019 tentang pengelolaan DAK Non Fisik
( ). Pasal 19 ayat (3) pada PMK tersebut menyatakan
bahwa penyaluran dana BOS dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN
ke rekening sekolah.

Mekanisme ini dapat dicoba untuk diaplikasikan dalam penyaluran dana desa.
Seperti halnya permasalahan yang terdapat pada penyaluran dana BOS sebelumnya,
penyaluran melalui RKUD kerap kali menambah panjang proses administrasi.
Penyaluran yang tepat waktu merupakan salah satu faktor yang sangat esensial guna
mengoptimalkan pemanfaatan dana desa oleh desa. Sebagai sebuah entitas yang
baru memiliki otonomi besar, desa memerlukan waktu untuk dapat menggunakan
dana desa seefektif dan seefisien mungkin. Keterlambatan penyaluran mengakibatkan
desa memiliki waktu yang lebih sempit lagi dalam mengimplementasikan penggunaan
dana desa.

II1.3. Keterbatasan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Hingga tahun 2018, masih sangat banyak perangkat desa yang berpendidikan rendah.
1.017 kepala desa tidak pernah bersekolah, 907 kepala desa tidak menyelesaikan
sekolah dasar, 1.656 kepala desa dengan pendidikan terakhir sekolah dasar/sederajat,
dan 7.545 kepala desa dengan pendidikan terakhir sekolah menengah pertama/
sederajat. Selain itu, juga terdapat 327 sekretaris desa tidak pernah bersekolah, 461
sekretaris desa tidak menyelesaikan sekolah dasar, 1.302 sekretaris desa dengan
pendidikan terakhir sekolah dasar/sederajat, dan 3.615 sekretaris desa dengan

pendidikan terakhir sekolah menengah pertama/sederajat ( ).
Salah satu penyebab utamanya ditengarai akibat warga desa dengan pendidikan
yang lebih tinggi tidak ingin bekerja di pemerintah desa ( ). Di atas

kertas, sulit untuk mengharapkan perangkat desa dapat mengerjakan tanggung
jawab administratif yang melekat pada mereka dalam implementasi dana desa.
Pembimbingan dan upaya peningkatan kapasitas yang berkesinambungan menjadi
amat penting untuk dilakukan. Rendahnya kapasitas kepala desa dalam beberapa
kasus terbukti mengakibatkan mekanisme Musrenbang tidak dilalui sesuai prosedur
( ).

Dalam kurun waktu 2015-2019 sebanyak 473 kepala desa seluruh Indonesia
tersandung masalah hukum akibat penyalahgunaan dana desa ( ).
Jumlah ini dapat terus bertambah apabila pembinaan terhadap aparat desa mengenai
penggunaan dana desa tidak berjalan dengan baik. Ketidakjelasan terhadap regulasi
dan mekanisme juga menyebabkan masyarakat memiliki kesulitan dalam mengawasi
proses pembangunan yang mengakibatkan rendahnya pengawasan masyarakat
terhadap kepala desa ( ).
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Dalam pelaksanaan dana desa, kejelasan aturan dan tumpang tindih aturan
menjadi problem yang cukup pelik mengingat banyak pihak yang terlibat didalamnya.
Kepala desa yang umumnya tidak memiliki kemampuan teknis mengenai anggaran
negara tentu menjadi celah terjadinya penyelewengan dana desa baik yang disengaja
ataupun tidak disengaja. Jumlah dana desa yang sangat besar dan memerlukan
laporan yang kompleks dari perencanaan hingga laporan evaluasi menjadi tugas berat
pemerintah desa dalam hal meminimalisir terjadinya kesalahan penggunaan dana
desa. Untuk itu, intensitas sosialisasi UU Desa dan peraturan pelaksanaannya perlu
ditingkatkan, disertai dengan kegiatan saling berbagi pengetahuan dan pengalaman
baik antar aparat desa dengan supra desa ( ).

Regulasi yang ada dalam pengaturan dana desa juga menjadi masalah tambahan
bagi aparat desa, dimana banyak instansi yang terlibat dalam pelaksanaan dana desa.
Hal ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan antar lembaga (

). Dalam tataran tingkat pusat, setidaknya ada Kementerian Keuangan,
Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi, serta BPKP. Dalam tataran tingkat daerah pun juga melibatkan
pemerintah daerah provinsi dan kabupaten. Pengaturan terkait dana desa pun cukup
banyak dan beragam dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri,
hingga Peraturan Bupati/Walikota. Banyaknya pihak dan beragamnya aturan ini tentu
sangat menyulitkan bagi aparat desa yang tidak semua memiliki kapasitas yang
seragam. Hal ini tentu berpotensi menimbulkan masalah, dimana persoalan dana desa
menjadi lebih banyak berfokus pada urusan administrasi dibandingkan pelaksanaan.

Pemerintah perlu melakukan pengawasan kinerja kepala desa melalui kementerian
terkait dalam bentuk monitoring dan evaluasi terhadap hasil kerja pemerintah
desa yang meliputi pengawasan terhadap perencanaan kegiatan pemerintah desa,
pelaksanaan kegiatan, dan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akan menjadi
sarana kontrol agar aparat desa tidak salah dalam pelaksanaan kebijakan penggunaan
dana desa ( ).

II1.4. Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan

Berkelanjutan

Semangat awal UU Desa yang ingin memberikan otonomi pada desa tercermin pada
bagian menimbang yang secara tegas menyebutkan “bahwa desa memiliki hak asal
usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Menurut Soejamto (

), hak asal-usul mencakup tiga elemen, yaitu: 1) struktur kelembagaan; 2)
mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan, terutama yang berhubungan
dengan pelayanan publik dan pembebanan; dan 3) menentukan sendiri cara untuk
memilih dan memberhentikan pimpinannya.

Pemberian dana desa dapat menjadi sarana yang efektif dalam mendorong
pemberdayaan masyarakat. Ketika desa memiliki otonomi, meskipun mereka harus
melalui literasi yang terus-menerus, desa diberikan self-determination untuk dapat
menyusun prioritas mereka sendiri ( ). Dengan begitu, desa-desa tersebut
akan menjadi berdaya dalam proses pengambilan keputusan mereka. Adanya dana
desa secara tidak langsung mewujudkan demokrasi di kalangan bawah, melalui
peningkatan partisipasi masyarakat dalam menentukan penggunaan dana desa.
Sayangnya, suara perempuan belum begitu diperhatikan ( ). Proses
pemberdayaan masyarakat desa juga penting untuk memastikan kesetaraan gender
( ). Perempuan di desa perlu untuk memahami bahwa mereka memiliki
hak dan posisi yang sama dengan laki-laki dalam pengambilan keputusan di tingkat
desa ( ).

UU Desa telah memberikan kewenangan yang lebih pada desa untuk dapat
mengambil keputusan di tingkat desa melalui pengaturan terkait musyawarah desa
yang merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan
Desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan halyang
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Tabel 2. Pengeluaran Desa
berdasarkan Klasifikasi Urusan.

bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Republik Indonesia,
2014). Meningkatnya legitimasi perangkat desa pada UU Desa dan ditambah dengan
adanya dana desa yang perlu dikelola, hal tersebut telah mendorong masyarakat desa
untuk lebih serius dalam berpartisipasi pada musyawarah desa (Utami, 2017).

Akan tetapi, pendekatan fop-down seakan masih sangat sulit untuk dapat
ditinggalkan. Meskipun masyarakat desa memiliki kesempatan untuk lebih berdaya
melalui musyawarah desa yang kini memiliki legitimasi yang kuat, pemerintah
pusat tetap memberikan batasan-batasan dan prioritas yang harus diikuti oleh desa
sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020
tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan TransmigrasiNomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2021. Jika memang tujuannya adalah untuk melakukan pemberdayaan,
pemerintah desa juga perlu diberi kepercayaan untuk merumuskan prioritas mereka
sendiri. Bagaimanapun, Indonesia merupakan negara yang sangat besar dengan
kondisi alam dan budaya yang sangat beragam. Sulit untuk dapat memaksa seluruh
desa yang ada memiliki prioritas yang serupa. Pendekatan-pendekatan yang lebih
inklusif perlu untuk dicoba dilakukan, dimana aparat desa juga dapat menentukan
prioritas mereka sendiri tanpa terlalu terikat kewajiban untuk mengikuti prioritas yang
ditetapkan oleh pemerintah pusat. Diaturnya prioritas penggunaan dana desa dalam
dua aturan hukum yang berbeda juga menambah kesulitan desa dalam menentukan
prioritasnya.

Hinggakinipenggunaandanadesamasihbelumdapatdioptimalkan penggunaannya
untuk dapat mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan seperti program
pencegahan stunting, penyediaan air bersih, pencegahan perubahan iklim, dan lain
sebagainya. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, porsi terbesar
penggunaan dana desa masih pada keperluan pemerintahan seperti gaji perangkat
desa, dana operasional untuk RT/RW/KADIS/BKD, infrastruktur kantor desa, dan
lainnya (The World Bank, 2019).

Pemerintahan
Pekerjaan Umum

Sosial & Budaya
Perumahan dan Sanitasi
Kesehatan

Pendidikan
Perekonomian Desa
Agrikultur

Pemuda dan Olahraga
Pemberdayaan Masyarakat
Lingkungan

Lainnya

0 10 20 30 40

Sumber: World Bank Village Public Expenditure Review (VIPER) 2017

Fleksibilitas dalam tiap tahapan penganggaran juga perlu ditingkatkan untuk
memberi desa keleluasaan dalam memanfaatkan dana desa dengan lebih bermakna.
Berdasarkan studi yang dilakukan oleh tim peneliti Reality Check Approach
(KOMPAK, 2016), mayoritas kepala desa pada lokasi tempat penelitian dilaksanakan
mengutamakan pembangunan jalan dikarenakan hal tersebut merupakan opsi
termudah dalam menggunakan dana desa. Apalagi ketika dana diterima mendekati
akhir tahun anggaran dan perlu untuk segera dimanfaatkan. Hal-hal yang bersifat fisik
atau infrastruktur dirasa lebih mudah ketimbang program pemberdayaan masyarakat
yang secara administratif tidak mudah terukur (Luthfietal.,, 2017). Temuan ini semakin
memperkuat data dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
(Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, n.d.) yang
menunjukkan pembangunan jalan sebagai salah satu output terbesar dari dana desa,
bahkan dalam kurun waktu 2015-2019 sudah 231.709 km jalan yang sudah dibangun
dari dana desa.
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Selain itu, peran pendamping desa harus semakin diperkuat untuk meningkatkan
pemberdayaan masyarakat desa. Perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat
dapat berperan aktif dalam membantu desa merumuskan penggunaan dana desa
yang optimal. Paradigma yang digunakan tidak seharusnya terlalu berfokus pada
tertib administrasi ( ), dan perlu lebih berfokus pada meningkatkan
pemberdayaan masyarakat maupun mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan uraian di atas, didapat kesimpulan bahwa efektivitas
implementasi dana desa untuk pembangunan desa masih sangat terhambat oleh
kebijakan tiga tahap penyaluran dana desa yang membebani kepala desa dengan
banyak beban administratif dan mempersulit desa dalam memaksimalkan penyerapan
anggaran untuk hal-hal yang bermakna dalam mendorong pemberdayaan masyarakat
maupun tujuan pembangunan berkelanjutan. Mekanisme-mekanisme yang ada pada
saat ini dirasa belum dapat sepenuhnya mengejawantahkan semangat pemberian
otonomi pada desa dari UU Desa sehingga perlu untuk disederhanakan. Selain itu,
tumpang tindih kewenangan dan regulasi kerap membingungkan kepala desa dan
aparatnya yang secara kapasitas SDM masih relatif lemah.

Ada beberapa saran yang dapat diberikan Penulis berdasarkan kesimpulan di
atas. Pertama, perlunya koordinasi yang lebih jelas di tingkat instansi pemerintah
terkait leading sector pengelolaan dana desa untuk mempermudah kepala desa dan
aparat desa dalam menjalankan tanggungjawabnya. Dalam hal ini, Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi selaku pemangku kepentingan
utama terkait desa perlu menjadi leading sector. Harapannya, permasalahan tumpang
tindih seperti diaturnya prioritas penggunaan dana desa dalam dua produk hukum
yang berbeda yakni Peraturan Menteri Keuangan dan Permendesa PDTT dapat teratasi.
Seiring dengan hal tersebut juga diperlukan peningkatan kapasitas kepala desa dan
aparat desa yang merupakan komponen utama di dalam penyelenggaraan desa, baik
dalam hal perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi, sehingga diharapkan dana
yang ada di desa dapat terserap secara efektif dan efisien.

Kedua, permasalahan keterlambatan penyaluran dana desa yang terjadi karena
alasan teknis seperti belum dikeluarkannya Peraturan Kepala Daerah perlu untuk
segera diselesaikan. Perubahan kebijakan seperti transfer langsung dari RKUN ke
RKD tanpa melewati RKUD sebagaimana yang telah dilakukan pada penyaluran dana
BOS dapat menjadi opsi menarik untuk dilakukan. Dikotomi antara desa mandiri
dan desa yang belum berstatus desa mandiri bisa jadi merupakan keputusan yang
kontraproduktif. Pembangunan desa perlu untuk dipercepat tanpa harus dipusingkan
dengan keperluan administratif dan birokrasi yang terlalu mengikat. Tahapan
penyaluran dana desa yang hanya dua tahap seharusnya juga diberikan kepada desa
yang belum berstatus desa mandiri untuk memberikan fleksibilitas lebih bagi desa
dalam memanfaatkan dana desa secara lebih bermakna.

Ketiga, pemerintah dapat memperkuat kerjasama dengan perguruan tinggi dan
lembaga swadaya masyarakat yang ada di daerah setempat untuk membantu desa
mengoptimalkan dana yang ada agar mendorong pemberdayaan masyarakat serta
pembangunan desa. Selain itu, penting untuk memberikan kepercayaan dan otonomi
bagi desa dalam dalam mengelola dana desa sesuai ciri dan potensi tiap desa
sebagaimana marwah dari UU Desa. Pemerintah perlu menanggalkan kebiasaan
berfokus semata-mata terhadap tertib administrasi dan dapat mulai berfokus untuk
memberikan porsi yang lebih besar bagi prioritas-prioritas yang ditentukan sendiri
oleh desa.
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